




1.1 Latar Belakang 
Pendidikan sebagai salah satu ujung tombak dari masa depan bangsa. Melalui 
pendidikan sumber daya manusia ditingkatkan dalam segi kualitas. Dengan sumber 
daya manusia yang berkualitas mampu menciptakan kesalarasan dan kedamaian. Dan 
bahkan dapat mencpatkan tekonologi yang berkepanjangan. Pendidikan juga sebagai 
instrument penting untuk menentukan masa depan suatu bangsa, dimana diharapkan 
mampu dalam menciptakan aspek-aspek yang ada pada nilai-nilai yang meliputi 
budaya, ilmu pengetahuan, keyakinan dan juga norma-norma. Bangsa yang memiliki 
rakyat yang berkualitas terutama dalam pendidikan, secara langsung mendukung dan 
menyongkong dan memajukan setiap aspek yang menjadi pilar berdirinya suatu bangsa 
dan negara, seperti berjalannya hukum, sosial politik, perekonomian serta lingkungan 
yang majemuk. 
 Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa kehidupan 
bangsa harus dicerdaskan dan itu merupakan tujuan dari negara. Setiap warga negara 
Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang dan 
memperhitungakn status sosial, suku, agama dan ras maupun gender. Hal ini juga 
tertuang pada Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1,2,3 dan 4, yang berbunyi:1 
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“1)Setiap warga negara berhak medapatkan pendidikan; 2)Setiap warga 
negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 
membiayainya; 3)Pemerintah mengusahakan  dan menyelegarakan satu sistem 
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak 
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; 4)Negara 
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen 
dari anggaran pedapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan 
dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan 
nasional; serta 5)Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. 
Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dalam pemenuhan hak-hak 
mencerdaskan kehidupan bangsa juga didukung dengan regulasi lain demi menjaga 
kualitas pendidikan melalui Peraturan Pemerintah Pemerintah No. 17 Tahun 2010 
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan, dimana dalam Pasal 3 
menyebutkan bahwa Pengelolaan Pendidikan ditujukan untuk menjamin: (1) akses 
masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau; (2) 
mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi 
masyarakat, serta (3) efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.2 
                                                          




Akan tetapi muncul problematika yang terjadi pada realitas pendidikan 
Indonesia sangat berbanding terbalik dengan peyokong regulasi yang ada dalam 
realitas yang terjadi belakangan ini, dengan berkembangnya zaman dan kemajuan 
teknologi, juga menimbulkan permasalahn baru dalam era informatika. Dilihat dari 
maraknya yang terjadi baru-baru ini banyak kejadian yang menyangkut kasus tindak 
kriminal dan kekerasan pada usia sekolah baik di media massa seperti tivi, radio atau 
internet dan lainnya. Pendidikan sejak dini dalam membentuk karakter adalah target 
utama dalam pendidikan di sekolah, tetapi tingkat kejahatan atau kriminalitas juga 
tinggi. Di katakan oleh Tutut Chusniyah dalam jurnalnya mengatakan salah satu faktor 
seorang anak melakukan tindakan kriminal dan kekerasan, ialah faktor keadaan 
ekonomi, kebutuhan dasar yang tidak dapat dipenuhi menjadi faktor seorang anak 
mengekspresikan dirinya melalui hal yang negatif.3 
Indonesia sebagai negara dan bangsa yang heterogen, memiliki keberagaman 
suku dan agama. Sebagai negara kepulauan yang mencangkup begitu daerah yang luas. 
Maka dari itu demi menciptakan keadan yang kondusif serta efisien dan efektif, 
khususnya dalam bidang pendidikan, maka pemerintah pusat memutuskan 
desentralisasi pendidikan. Desentralisasi Pendidikan adalah bagaimana konsep top 
down development yang menjadi bottom-up development. Pelimpahan wewenang dari 
pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk berwenang sepenuhnya dalam 
menentukan arah kebijakan demi kemajuan dan masa depan bangsa khususnya dalam 
                                                          




pembahasan ini melalui pendidikan. Kebijakan publik yang mengarah kepada 
kepentingan pendidikan didukung oleh adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 5, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.4 
Sebagai Ibukota Negara, DKI Jakarta menjadi salah satu destinasi utama 
masyarakat Indonesia untuk menetap dan mengadu nasib. Sebagai pusat 
perekonomian, pusat pemerintahan dan juga sebagai daerah otonom, DKI Jakarta 
menjadi pertumbuhan urbanisasi yang sangat pesat dari kota lainnya di Indonesia. 
Dengan beragam suku dan budaya menjadikan DKI Jakarta sebagai representatif 
Indonesia dalam politik, pembangunan dan juga keheterogenan yang ada pada DKI 
Jakarta. Pada kali ini dalam pembahasan berfokus pada kebijakan pendidikan. 
Mengenai hal multikarakteristik pemerintah daerah DKI Jakarta dihadapkan dengan 
permasalahan yang kompleks. Keanekaragaman sosial budaya dengan berbagai macam 
kelas sosial dan ditambah lagi adanya kesenjangan sosial yang sangat tinggi antara 
kemiskinan dan kekayaan. Kepadatan penduduk DKI Jakarta tahun 2015 adalah 
15.366,87 jiwa setiap 1 km persegi.5 Garis kemiskinan dari penduduk DKI Jakarta 
meningkat terhitung pada bulan maret 2017 sebesar 389,69 ribu orang (3,77%).6 Maka 
dari itu penelitian ini mencakup daerah DKI Jakarta, dimana sebagai representatif dari 
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5 Badan Pusat Statistik: Jakarta Dalam Angka 2016, hal. 117 
6 Badan Pusat Statistik, “Berita Resmi Statistik: Tinkat Kemiskinan Di DKI Jakarta Maret 2017”, 




pendidikan di Indonesia dan terfokus pada administrasi Jakarta Pusat kecamatan tanah 
Abang sebagai fokus penelitian. 
Tabel 1.1  
Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta tahun 2013 hingga 2017 















(Sumber: Diolah peneliti dari Statistik Penduduk miskin DKI Jakarta). 
Permasalahan pada pendidikan di DKI Jakarta adalah masih adanya masyarakat 
Jakarta yang belum mendapatkan pendidikan karena kendala pada biaya untuk 
memperoleh pendidikan tersebut. Ekonomi menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi pendidikan masyarakat di DKI Jakarta, peningkatan pada jumlah 
penduduk miskin di DKI Jakarta menjadi tugas tersendiri untuk pemerintah daerah DKI 
Jakarta. Faktor kemiskinan salah satu permasalahan yang menyelimuti dan 
penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan pendidikan bagi masyarakat kurang 
mampu, maka dari itu pendidikan menjadi prioritas utama pembenahan pemeritah DKI 
Jakarta. Menurut data BPS pada tahun 2017 kemiskinan di jakarta meningkat.  
Membenahi kemiskinan melalui pendidikan, pemerintah daerah DKI Jakarta 
membuat suatu kebijakan mengenai sistem pendidikan yang terlampir pada Peraturan 
Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006. Dijelaskan pada Pasal 5 Ayat 1, 
bahwa warga masyarakat yang berusia 7 tahun sampai 18 tahun wajib mengikuti 
pendidikan dasar sampai tamat. Kemudian di Pasal 16 huruf f menjelaskan dengan jelas 
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bahwa pemerintah daerah wajib untuk menyediakan dana yang dialokosikan untuk 
pendidikan guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya peserta didik dari 
keluarga tidak mampu dan anak terlantar. 
Melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai pertimbangan 
pendidikan adalah prioritas. Pada tahun 2012 melaksanakan wajib belajar 12 tahun di 
Provinsi DKI Jakarta. Demi mendukung keberlangsungan wajib belajar 12 tahun, 
pemerintah DKI Jakarta memberlakukan kembali kebijakan mengenai pemberian dana 
Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Bantuan Personal Pendidikan (BBPP) 
yang lain disebut Kartu Jakarta Pintar (KJP). Terlahmpir dari Peraturan Gubernur 
(Pergub) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi 
Peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Siswa 
didik yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar diberi dana untuk memenuhi kebutuhan 
sekolah berupa seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya 
ekstrakurikuler. 
Kartu Jakarta Pintar di aplikasikan kedalam kartu ATM Bank DKI untuk 
memudahkan proses pemberian dana BBPP kepada siswa didik yang telah melalui 
prosedur dan sesuai dengan syarat dan ketentuan.  ATM Bank DKI juga diberikan atas 
nama siswa didik yang terdaftar. Dengan adanya KJP diharapkan tidak ada lagi warga 
DKI Jakarta yang tergolong keluarga miskin dengan mempunyai anak usia sekolah 
tidak melanjutkan pendidikannya. Dengan prosedur pencairan dana sesuai waktu yang 
di tentukan, KJP diharapkan juga dapat memenuhi kebutuhan yang bersangkutan 
dengan kebutuhan pendidikan bagi siswa didik yang mendapatkannya. Jumlah besaran 
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yang diterima oleh siswa didik yang mendapatkan KJP adalah, Rp. 210.000,-/bulan 
untuk sekolah negeri dan swasta, SD/SDLB/MI, Rp. 260.000,-/bulan, 
SMP/SMPLB/MTs, Rp. 375.000/bulan untuk sekolah negeri sedangkan untuk swasta 
Rp. 390.000/bulan dan untuk jenjang SMA/SMK/SMKLB sebesar Rp. 390.000,-
/bulan.  
Tabel 1.2 
Data Jumlah Siswa SMP di DKI Jakarta Beradasarkan Status Sekolah 
Tahun 2012-2014 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Jumlah 365.419 365.612 379.008 370.160 369.313 
(Sumber: Diolah peneliti dari Statistik Sekolah Menengah Pertama Tahun 2012-2017) 
 Tabel diatas menggambarkan perkembangan jumlah siswa SMP di DKI Jakarta 
dari tahun ajaran 2012 hingga tahun 2017. Dari tabel tersebut data di simpulkan bahwa 
terjadi kenaik kan jumlah siswa smp pada awal ajaran tahun 2013 akan tetapi menurun 
setiap tahunnya hingga 2017. Dikutip juga pada tahun ajaran 2016-2017 adanya siswa 
drop-outs atau putus sekolah sebanyak 1080 siswa. Dengan menurunnya jumlah siswa 
SMP di DKI Jakarta menjadi kan salah satu faktor peneliti mencari kejanggalan dalam 
berjalannya program KJP tersebut. KJP yang diberlakukan pada tahun 2012 sebagai 
salah satu program unggulan gubernur terpilih yaitu pada saat itu Joko Widodo dan 
Basuki Tjahja Purnama, akan tetapi siswa didik menengah pertama menurun tiap 
tahunnya sesuai data diatas. Dan menurut ICW menegaskan pada tahun 2014 bahwa 
8 
 
KJP tidak tepat sasaran sebesar 19,4 %.7 Di harapkan dengan adanya Program Kartu 
Jakarta Pintar dapat menurunkan angka drop-outs menurun, setidaknya membantu 
memtoivasi siswa yang terindikasi drop-outs. 
 Kutipan dari pemberitaan media massa, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD 
DKI Jakarta Syarif mengatakan, jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) 
meningkat sekitar 181.000 siswa pada 2017, yang dimana bertolak belakang pada 
pertumbuhan pada sektor ekonomi yang mengalami peningkatan di Jakarta.8 Penelitian 
sebelumnya yang berfokus pada beberapa kotamadya Jakarta, yaitu Jakarta Timur dan 
Jakarta Selatan dimana masing-masing dari peneliti memiliki segmentasi fokus pada 
SMA dan SD, sedangkan di Kotamadya Jakarta Pusat belum dilakukannya penelitan 
mengenai efektivitas Kartu Jakarta Pintar pada SMP, dan peneliti memilih Kecamatan 
Tanah Abang sebagai representatif dari Jakarta Pusat. Sebagai daerah yang berada di 
tengah kemajuan dari perekonomian, pembangunan infrastuktur juga pusat aktifitas 
ekonomi dan pusat pemerintah, Jakarta Pusat menjadi objek penelitan khususnya 
kecamatan Tanah Abang, dikarenakan di latar belakangi dari siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri yang bersekolah di kecamatan Tanah Abang terbanyak ketiga di 
Jakarta Pusat sebanyak 4829 siswa SMP Negeri maupun Swasta. Ditambah lagi bahwa 
                                                          
7 VIVA News, “ICW: Penerima Kartu Jakarta Pintar Meleset 19,4%” 
(http://www.viva.co.id/berita/metro/492897-icw-penerima-kartu-jakarta-pintar-meleset-19-4-persen, 
diakses pada 24 September 2017). 
8 Kompas.com, “Kenaikan Jumlah KJP dan Tingkat Kemiskinan di Jakarta…” 
(http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/23/06412331/kenaikan-jumlah-penerima-kjp-dan-
tingkat-kemiskinan-di-jakarta-, diakses pada 24 September 2017).  
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peneliti menguasi karakteristik tempat penelitian. Dari data yang didaptakn oleh 
peneliti di setiap kecamatan di Jakarta Pusat, sebagai berikut: 
Tabel 1.3 
Data Jumlah Siswa SMP di Kota Jakarta Pusat per Kecamatan 2016-2017 
Kecamatan Jumlah 
Tanah Abang 4829 
Menteng 4501 
Senen 2573 
Johar Baru 4187 
Cempaka Putih 4030 
Kemayoran 9350 
Sawah Besar 4640 
Gambir 5148 
(Sumber: Diolah Peneliti melalui Data Refrensi, Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan). 
  Program KJP disambut dengan baik oleh warga DKI Jakarta. Tetapi 
sebagaimana berjalannya sebuah kebijakan dihadapkan sebuah problematika. 
Permasalahan muncul berjalannya kebijakan ini. Dari tidak tepat sasaran hingga 
adanya dana yang diberikan tidak digunakan untuk keperluan yang semestinya. Dan 
salah satu permasalahan adanya ketidak akuratan data yang diberikan calon penerima 
KJP. KJP di tentukan hanya bisa digunakan maksimal sebesar Rp. 50.000,- dan masih 
banyak orang tua yang mengeluhkan hal ini, jika hanya sebatas keperluan sekolah 
seharusnya sudah cukup menurut Djarot Saipul berarti ada indikasi penyalahgunaan 
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dana KJP oleh orangtua.9 Observasi yang dilakukan peneliti sebelum meneliti ini telah 
menemukan kejanggalan. Dimana peneliti menemui siswa SMP yang berada di daerah 
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dimana ada beberapa keluarga yang tidak 
mampu terdiri dari empat bersaudara, yang mendapatkan KJP hanya anak kedua, yang 
dimana anak ketiganya juga siswa SMP lain tetapi tidak mendapatkan KJP. Dan ada 
keluarga yang tergolong mampu mendapatkan KJP yang notabennya keluarganya 
adalah wiraswasta memiliki kendaraan roda empat dan rumah kosan. 
 Peneliti juga melakukan pra penelitian, dimana peneliti mendatangi beberapa 
SMP Jakarta Pusat untuk menanyakan perihal KJP. Peneliti melakukan wawancara 
kepada beberapa operator KJP di setiap beberapa SMP di Jakarta Pusat yang peneliti 
datangi. Dari kesimpulan dari beberapa narasumber bahwa program KJP sepnuhnya 
belum sepenuhnya efektif untuk berjalan di lepas tanpa diawasi langsung oleh 
eksekutif, mengingat berganti-gantinya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta pada masa 
kepemimpinan 2012-2017, yang menjadikan program KJP terombang-ambing dalam 
evaluasi dan keberlanjutannya walaupun di lihat dari berjalannya sejauh ini baik-baik 
saja berjalan. Dan jika di adakannya komunikasi antar sekolah dan dinas, operator dan 
pihak sekolah yang terkait tidak di ikut sertakan hanya kepala sekolah saja yang hadir 
dalam pertemuan tersebut. Dimana keterlibatan pihak sekolah sebatas komunikasi 
antar dinas dan kepala sekolah, dalam perjalanannya sebenarnya operator dan pihak 
                                                          
9 Kompas News 
(https://properti.kompas.com/read/2015/06/12/21462081/.KJP.Tidak.Boleh.Digunakan.untuk.Kebutuh
an.Orangtua.Murid, diakses pada 28 febuari 2018). 
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terkait selain kepala sekolah juga membutuhkan sosialisasi dan berkomunikasi 
mengenai KJP demi terciptanya kebijakan yang efektif dan efisien. 
Dengan adanya perhatian yang besar terhadap adanya kebijakan publik khusus 
memprioritaskan pendidikan dan memperhatikan warga tidak mampu dan anak 
terlantar yaitu dengan adanya program Kartu Jakarta Pintar. Peneliti tertarik untuk 
mengungkapkan sebarapa besar efektivitas KJP. Peneliti mengangkat fenomenal ini 
menjadi penelitian yang berjudul Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Pada 
Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Tanah Abang. 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Seberapa besar Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar pada Sekolah Menengah 
Pertama Di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui seberapa besar efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar pada SMP di 
Kecamatan Tanah Abang. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis, dapat digunakaan sebagai acuan dan menjadikan penelitian ini 
bagian dari sumbangsih peneliti bagi ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu politik. 
2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambar 
mengenai jalannya kebijakan secara efektif dan efisien. Khususnya dalam kebijakan 
yang focus kepada pendidikan dan kelas sosial. 
 
